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ABSTRACT

The development of information technology has caused world become borderless and
cause social change, cultural. cconomics and law enforcement patterns that
significantly going so fast. The presence of foreign clements in a eriminal act caused
the national criminal law should have a variety of provisions that giving authority to
impose sanclions on perpetrators of these crimes. Various provisions are known as the
provison on exiraterritorial jurisdiction. Law Number 11 Year 2008 on Electronic
[nformenion and Transactions embrace extraterritorial jurisdiction. One form of erime
= cybersmece = 2 computer hacking (hacking computer). The problems discussed in
= Tesm m= How oare extraterritorial jurisdiction under intemational law and
mEems = aow e provisions of international law governing the act of hacking
=== © se—ews miormation and transactions, how does the application of
= mrscawcwe snder Law on Electronic Information and Transactions
ammess meiwme soowe = Indonesia. The approach method used in this research is a
S pemccs metod the the guthor used the data only a mere sccondary data
Sweme grmmery msteend of Bw, secondary material of law and tertiary material of
et S s = Jome by identifying Legislation, review and synchronize the
= rarpes of B o e sophvsis camied oo oo terms which those Provision
S T o gosccioe [he conclusion of this thesis is as follows;
=—mrrew = slews S © S=de orovEDes oo extraterritorial jurisdiction by
ErsDeses = g mesSces o ssfecs, =nd jurisdiction to adjudicate with
=L e @ B recpies of priafSiction snd  geperal principles of international
= seeescaw eominy”. "ses mfervestion” and “territorial integrity™, Hacking as a
B o ceermame Sas secerved special attention of the intemnational co mmunity, The
= Ersmes S Imermetoeal Law today is the Council of Europe Convention on
—soe—me S Esropess regional agreement but open to ratification by the countries
P ::—_-'-est Tihe Council of Europe. The application of extraterritorial Jurisdiction
= —ectoen [nformation and Transactions againts hacking action can be implemented
se< om the objective territorial principle and the protection principle. There needs to
= = L“Eiﬂlﬁl cooperation between law enforcement that countries involved,
“oetter bilsteral or multilateral through extradition treaty and Mutual Legal
~socenee (MLA)
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-1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan

scmaio= nnesmyve tingkat mobilitas: mamusia, baik secara nasional EE

memscensl | Kegiman tukar menukar informasi elektronik dapat dengan mudah
Sk demmm afsy: tsimologi internet vang menciptakan sebuah dunia

.‘_ A= “ hﬂ t=rpuka zaluac il.ldﬁﬂ}rﬂ h,ﬂtl1 Sﬁ;ap orang

lmmmmias telh mengubeh perilaku dan pola
_ =ooioss mformzs telsh pula
Ml Seee B Soedvdess) da= menyebablan
: _._.," == S peis peessian Bukum yvang secara
‘Smae” Serme dengan kondisi kemajuan

ESut sefmm mesberiian kontribusi bagi peningkatan

.....

——ln

= mEnesia iz juga sekaligus dapat menjadi
W Ssfem pesanfoatan teknologi informasi tidak lagi dibatasi oleh
; =—mxa sums Necw: zkseanya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan

s memmses Disisi lain, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet

Yol Bk A Ywrradioe Krimmipal Dalewn Hukonn dnterresionad wakaialy hal, |
" Pt Uscane Undang Nowmor 11 Tlon 2008 teneing Informasi dan Transks Elektronil.
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maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnyva dalam
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet,

Inrernet dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan
semz taul lebih luas dan terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas
sepas dengan kemazjuan teknologi informasi it sendiri. Ada sejumlah kejahatan
sm=mer vame cukup menonjol belakangan ini. Pertama, sabosate terhadap
pemmmar-cesseets dignzl data-data milik orang lain dan jaringan komunikasi
S S pessalstewesas aringan orang lain, Kedua, penctrasi terhadap sistem
S mesees sehewos menvebabkan privasi seseorang atau lembaga
Emmeee oz Semgs komputer yang digunakan  Kasus
=% d= seve tenentu atau ke internet yang tidak
B S pesyusanes ke wed server sebuah situs
=msetes MEmiova seranpan terhadap
e fe s pmos Gofiar Keempat,
= SEn seftwery Etau sisiem secara ilegal,
==  pwmen Seswl dengan moaksud menyebarkan dan
=SS ooer S=m janngan Biasanya melalui email Tiar
Wereseon dan kekacanan sistem.

Sl s besok keiahsisn di dunia mayda vang sangat menggangey
somme meewss dalem  berinformasi  adalah facking  komputer (computer
s Sackeer adalsh sktivitas penvusupan ke dalam sebuah sistem komputer

EESmguT mrmesn tanpa izin dengan tujuan uniuk menvalahgunakan ataupun
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merusak sistem yang ada faeking dapat dilakukan oleh siapapun dan dari
2 manapun dengan memanfaatkan teknologi komputer yang terhubung dengan
miernet. Karena alasan itu juga orang vang dimgikan atan menjadi korban dari
Esahatan iml bisa siapa saja tanpa mengenal batas teritorial suatu Negara. Artinya
Peimin besa s2ia berada di dalam wilayah suatu Negara dan korban berada di
wsima® seg=s lainnya’ Rerugian yang dialami kerban dapat berupa kerugian
e Sems des waktu Kerugian vang lebih hesar dalam hal ini hisa menimpa
SSoeses mesw: Saimioe beberapa negara sekalipus.

ek wmes posaseirses hulum vang muncul bersamaan dengan

s pews terac untuk masalah-masalah keperdataan.
deewe smoe — s perdagangan vang juga tidak terlepas dari
- pemmmis secbendenees tsknologi Pengaruh tersebut dewasa ini semakin nvata

Semes DEweve scremmerce (elecironic commerce). Perkembangan ini cukup

ssmSkes smers bin tampak darl kuantitas transaksi melalui sarana ini. Jerhiry

il W = St Weingen Inreret Faw, Od Builev Press, London: 2005, hal, 183
SR M e Nimmn Chber Law: Aspek Hukuer Tekwolopt Infirmisi, PT. Refika Aditama,
i TS kad 13



“ielson, salah seorang pimpinan perusahaan Microsoft, mevatakan bahwa dalam

; r kurun waktu tiga puluh tahun, 30 % dari transaksi penjualan kepada Konsumen
zizn dilakukan melalui e-commeree.”

E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai

Smerw=malian Perkembangan inmternet  ini mendorong  transaksi-transaksi

PeSemmems meernasional semakin cepat, Dengan internet, batas — batas wilayah
=y S sedakuican transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan,
= melnbe mremmet inl mempunyai cir sebagai berikut.

*=== ecommerce memungkinkan para pihak memasuki
s=== o= 1anpa dinmtangi oleh batas-batas negara.

= memungkinkan pary pihak berhubungan

samest bergantmo  pads  sarama
—

B SCCES s<ommmerce it belum atan

= j._- o _. = ssssemn sobatanst struktur, dan budaya

amg e == Memiadess porkembangan di bidang teknologi

.

R

= smemme sessEoecws di dunia menseluarkan aturan-atucan
r E ; s
Samen s Soem nasional tersebut cenderung berbeda dengan aturan

e mseoesl Newars lainava Sistern hubum common faw AUPUL Comfineril

R T e L RajaGrafinds Persads, Jukart 2003,
‘- E
e =



BAE IV
PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan diatas. maka dapat diperaleh  kesimpulan
sebagai berikul:

. Hukum internasional membolehkan Megara  untuk  membuar Ketentuan
mengenai  yurisdiksi ek strateritoria) berdasarkan  vurisdkisi legislaril”
vurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yuilikatif suatu Negara dengan tetap
berpedoman kepada prinsip-prinsip dalam yurisdiksi dan prinsip hukum
internasional umum Seperti “soveredon equalioy”, “now fstervention” dan
ferriarial integrin”. Bahwa dalam kKetentuan hukum pidana khisus SERert|
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 1] Fahun 2008 1 ITE telak
Temuat ketentuan mengenai verisdiksi ekstraterirorial sebagai lex spesialis
=2 ketentuan vurisdiks ekstrateritorial dalam KLTHpP vang masih terbatas
=33 kejahatan-kejaharan tertenty,

2eking sebasai salah satu bentuk kejahatan cyber telah mendapal perhatian

=1s masyarakat internasional Satu-satunya perangkat Hukum Interngsiona)

== 2da saal ini adalyh Cenneil of Lurope Comvention o Cvbererime,
S=iean perjanjian regional Eropa mamun terbuka untuk diratifikasi oleh

~1A nom-anggotas Dewan Eropa.
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